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PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR TAHUN 

TENTANG

PERUBAIIAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 68 TAHUN 2016
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DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

b.

GUBERNUR RJAU'

bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Riau telah ditetapkan dengan Peraturan Gubemur Riau Nomor

68 Tahun 2016;

bahwa agar tidak teiadi tumpang tindih pelaksanaan tugas.dan
fungsi pada seksi-seksi dal bidang-bidang pada Dinas PekerJaan

Umur| dan Penataan Ruang Provinsi Riau dan Perangkat
Daerah lainnya, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Uroum dan
Penataan Ruang Provinsi Riau perlu disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gube.nur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubelnur Riau
Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukal Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undalg-Undalg Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5679),

c,

1.

2.
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3.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5887):

Peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunaa Peralgkat Daerah Provinsi Riau
(I€mbaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2O16 Nomor 4).

5.

Menetapkan :

MEMU?USKAN:

PERATURAN GUBERNUR TDNTANG PERUBAIIAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KDRJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 68
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016
Nomor 68) diubah sebagai berikut .

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Riau.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.

4. Gubernur adalah Gubernur Riau.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu

Gubernur dan Dewan Perwakilan Rak5rat Daerah provinsi
dalain penyelenggat:aan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangal Daerah provinsi.

7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.

8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruants
adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan
Ruang Provinsi Riau.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UpT
adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
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operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
p"d. Di.t.* Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Riau.

lO.Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk
melaksanakan Kegiatan teknis tertentu yang secara
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat'

11.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk
melaksanakan Kegiatan teknis tertentu dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkar 2 (dua) huruf yaknr

huruf i dan hurufj sehingga Pasat 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Susunal Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, terdiri dari:

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

b. Sekretariat, Lerdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan Program;

2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan

Barang Milik Daerah; dan

3. Subbagian Kepegawaian daIl Umum.

c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya
Air;

2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

d. Bidang Pembangunar Jalan dan Jembatan, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Jalan dan Jembatan,

2. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan
Jembatan Wilayah l; dan

3. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan
Jembatan Wilayah IL

e. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi
Jalan dan JembaLan,

2. Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan darl Jembatan
Wilayah I; dan

3. Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan
Wilayah ll.



f. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan' terdiri

ATAS:

1. Seksi Perencanaan dart Pengendalian Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan;

2. Seksi Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum;

dan

3. Seksi Penyehatan Lingkungan'

g. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas:

l. Seksi Pengaturan darl Pembinaar;

2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang.

h. Bidang P€nataan Bangunan, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan

Bangunan;

2. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungal; dan

3. Seksi Bangunan Gedung

i. KelomPok Jabatan Fungsional'

j. Unit Pelaisara Teknis (UPf).

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang

dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh

Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi'

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan'' Penataan Ruang tercartum dalam Lampiran dan
merupal<an bagian yalg tidak terpisahkal dari Peraturan
Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Bagia! Ketiga

Kepala Bidarg sumber DaYa Air

Pasal 11

(1) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas
menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi,
evaluasi tugas kepada Seksi Perencanaal dal Pengandalian
Sumber Daya Air. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air.
Seksi Operasi dan Pemeliharaan

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakai fungsi:

a. merencanakaa program, kegiatan dan rencana kerja
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pada bidang
sumber dava air:
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b.membagi tugas kepada seksi di lingkungan bidang

sumbeidaya air sesuai tugas dan fungsi masing-masmg

i;;;" Ji"- rangka mewujudkan rencarra kerja bidang

sumber daYa air;

c. penyelen ggaraan pemantauan., *"f "."1 9t"-.^pil"Yli
pelaksanaan Iugas sesuai dengan Iugas yang telan

iilaksanakan kepada Kepala Dinas PekerJaan umum oan

Penataan Ruang; dan

d.pelaksanaan firgas kedinasan lain yang diberikan

oimoinan sesuai tugas dan fungsjnya'

Paragraf 1

Kepala seksi Perelcalaan dan Pengeadalia!
Sumber DaYa Air

Pasal 12

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air
mempuoyal tugas:

a. merencanal{an program /kegiatan daJl penganggaran pada

Seksi Perencalaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilaiiasil
pelaksalaan tugas bawahar di llngkungan seKsl

Ferencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;

c. menyiapkal bahan rekomendasi teknis petidnan
penggunaan dart pemanfaatan sumber daya air;

d. melaksanakan inventarisasi kebutuhan serta perencanaan

pembangunaJl dan pemeliharaal jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnYa;

e. melaksanakan inventarisasi kebutuhan serta perencanaan
pembangunan dan pengelolaai sumbei daya air;

f. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis
dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada

Seksi Perencanaan dal Pengendalian Sumber Daya Air;

g. melaksanakan penilikan kegiatan Ratio Tanam. Irigasi, Air
Irigasi, Kebutuhan petugas, Penilaian kilerja jaring€n
dairah irigasi dan rawa, anggaran pembangunan dan
rehabilitasi serta Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan
Pemeliharaan (AKNOP);

h. menyiapkan baian Informasi pengelolaan Sumber Daya Air
terpadu Provinsi Riau;

i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatar pada Seksi Perencanaan
dan Pengendaliar Sumber Daya Air; dan

j. melaksarakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
sesuai tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2

Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

Pasal 13

Kepala Seksi Petaksanaan Sumber Daya Air mempunyal tugas:

a. merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada

Seksi Pelaksanaan Sumber DaYa Air;

b. membagi tugas. membimbing' memeriksa dan menilaitnsil
pelaksa"naan tugas bawahal di lingkungan seKsl

Pelaksanaan Sumber DaYa A1r;

c. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi' rawa dan
jaringan pengairan lainnya sesuai kewenangarl;

d. melaksanakan peningkatan pembangunan -pengelolaan 
dan

konservasi sungai, danau dan sumber daya alr larnnya

sesuai kewenangan;

e. melaksanakan revitalisasi pos hidrologi da'n hidrometri
sesuai kewenangan;

f. melaksanakan koordinasi, pembinaal dao bimbingan
teknis pada Seksi Pelal<sanaan Sumber Daya Air;

e. melakukan pemanhuan, evaluasi dan membuat laporan
" pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan

Sumber Daya Air; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
sesuai tugas dan fungsiflYa.

Paragraf 3

Kepala Seksl OPerasi dan Pemellharaan

Pasal 14

Kepala Seksi Operasi dan Pemelihaiaan mempunyal tugas:

a. merencanal<an program kegiaran dan penganggaral pada

Seksi Operasi dan Pemeliharaan;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahar di lingkungal Seksi Operasi

dan Pemeliharaan;

c. melaksalakan operasi dan pemeliharaan sungai, danau
dan sumber daya air lainnya sesuai kewenangan;

d. melaksanakan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan
jaringal irigasi, rawa dal jaringal pengairan lainnya sesuai
kewenangan;

e. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sungai, danau
dan sumber daya air lainnya sesuai kev/enangan;

f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Operasi dan
Pemeliharaan; dan

g. melaksanakan tugas kedinasal lain yang diberikan atasan
sesuai tugas dan fungsinya.
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Bagian KeemPat

Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pasal 15

(1) Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan
mempunyai tugas melakukan koordinasi fasiiitasi dan
evaluasi tugas pada Seksi Perencalaan dan Pengendalian
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Seksi Pelaksanaan
Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I, Seksi
Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah Il.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Bidaig Pembangunan Jalan dan Jembatan
menyelenggarakan fungsi:

a. penJrusunan program kerja dan rencana operasional
pada Bidang Pembangunbn Jalan dan Jembatan;

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan
rencana kerja yang disusun sesuai tugas dan fungsi
masing-masing jabatan dalam rangka mewujudkan
rencana kerja Bidang Pembangunan Jalan dan
Jembatan;

c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;

d, penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pekerjaal Umum
dan Penataal Ruang; dan

e. pelaksaaaan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Jalan dan Jembatan

Pasal 16

Kepaia Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

a. merencanal<an program/kegiatan dan penganggaran pada
Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan
dan Jembatan;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaar tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan
Jembatan;

c. melakukan penJrusunan dan pengembangal dokumen
pengadaan pada pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;

d. melaksanakan penJ,nsunan norma, standar, pedoman dan
kriteria jalan dan jembatan berdasarkan peraturan



h.

e.

peraturar perundang-undangan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

menvusun pelaksanaan evaluasi dart penetapan laik fungsi

iafan aan'iembatan berdasarkan peraturan perundang-

undangal sebagai pedoman pelalsalaan tugas;

memberikan saran pertimbangar kepada Kepala Bidang

Pembangunan Jalan dan Jembatan tentang langKan-

lanqkah atau tindakan yang perlu dilakukal baik secara

i"fdi" -"uprt lisan sebagai alternatif pilihan dalam

pengambilan LePutusan;

menqinventerisasi permasalahal-permasalahan p"qa

Bidaig Pembangunan Jalal dan Jembatan secara rufln
*".pi" U"tf."f"-sebagai bahan dasar pemecahan masala'h

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

melakukan pemaltauan, evaluasi dan membuat laporan

pelaksanaal tugas dan kegiatan pada Seksi P-erencanaan

ian Pengendaliair Pembangunar Jalar dan Jembatarr; dan

melaksana-kan tugas kedinasan lain yaig diberikan atasan
sesuai tugas dan fungsinYa.

Patagtal2

Kepala Seksi Pelaksanaan Pembanguran Jalan
dan Jembatan Wilayah I

1.

Pasal 17

Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Wilaya]. I mempunyai tugas:

a. merencarakan program/ kegiatan dan penganggaran pada

Seksi Pelat<sanaal Pembangunan Jalan dan Jembatan
Wilayah l;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dal menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Felaksanaan Pembalgunan Jalan dan Jembatan Wilayah I;

c. melaksanakan dan pengendalian kontruksi dan mutu
pelaksanaal pembangunan jalan dal jembatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai
pedomal pelaksanaan tugas;

d. memberikan saran pertimbangal kepada Kepala Bidang
Pembangunan Jalan darl Jembatan tentang langkah-
langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara
tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalan
pengambilan keputusan berdasarkan peraturan perundang-
undangan sebagai pedoman pelaksanaar tugas;

e. melaksalakan koordinasi dal sinkronisasi tentang
pelaksalaan jalan darl jembatan kepada Pemerintall Pusat
dal Provinsi serta Pemefintah Kabupaten/Kota se Provinsi
Riau berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

I melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
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pelaksanaan Lugas dar| kegiatan pada seksi Pelaksanaan
'p.-t u ttgr.tut't Jilan dan Jembatan wilayah li dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibedkan atasan

sesuai tugas dan fungsinYa.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan
dan Jembatan WilaYah II

Pasal 18

Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembata'
Wilayah Il mempunyal tugas:

a. merencanakan progran/ kegiatan dan penganggaran 
, 
pada

Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jemoaran

Wilayah Il;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilaihasil
pelaksa=naan tugas bawahan di Ilngkungan Sekst

belaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II;

c. melaksanakan dan pengendalian kontruksi dan mutu
pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan

terdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai

pedoman Pelaksanaan tugas;

d. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pembangunan Jalan dan Jembatan tentang langkah
langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara

terluts maupun lisan sebagai a-lternatif pilihan dalam
pengambilan keputusan berdasarkan perundang-undangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi tentang
pelaksanaan jalan dan jembatan kepada Pemerintah Pusat

ian Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi
Riau berdasarkan peraturan pemndang-undangan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pelaksanaan
Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II; dan

g, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
sesuai tugas dan fungsinYa

4. Ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Kepala Seksi Perencanaa! dan Pengendalian Preservasi
Jalan dan J€mbatan

Pasal 20

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan
dan Jembatan mempunyai tugas:



-10-

merencanakarr program/kegiatan dan penganggaran

Perencanaan dan Pengendalian Preservasl Jalan

Jembatarl;

c.

membasr tugas, membimbing. memeriksa dan menilai hasjl

l.rJ"-ui^.ti *gu" bawahan di lingkungan Seksi

F;;;;;.;"" dai Pengendalian Preservasi Jalan dan

Jembatarl;

Menyiapkan bahan rekomendasi teknik peizrn.arr

p"ttgg,-ttt."tt a"tt pemanfaatan mas jalan Provinsi Riau;

d. Melal<sanakan koordinasi dan sinkronisasi tentang Jalan

ian .lemUatan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi serta

Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;

pada
dan

b.

melakukal pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan

ian Pensendalian Preservasi Jalan darl Jembalan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

sesuai tugas dan fqngsinYa.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pelaksanaan Presefvasi 
"ala! 

da!
Jembatan WilaYah I

Pasal 21

Kepala Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalar dan Jembatan
Wilayah I mempunyar tugas:

a. merencarakar program / kegiatan dan penganggaran pada

Seksi Pelaksalaan Preservasi Jalan dan Jembatan
Wilayah l;

b. membagi tugas. membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksairaarr- tugas bawahar di lingkungan Seksi

Felaksaraan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;

c. Melaksanakan pengendalian pekerjaan konstruksi pada

Pelaksanaan kegiatan Preservasi Jalan dan Jembatan pada

Wilayah I;

d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi tentang
Pelaksanaal Jalal dan Jembatal Kepada Pemerintah Pusat
darl Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi
Riau;

e. melakukan pemantaun dan membuat laporan pelaksanaan
tugas sesuai dengan tugas yalg telah dila-ksanakan secara
berkala pada Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan
Jembatal Wilayah l; dan

I melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
sesuai tugas dan fungsinya.



a.m aoakan Program/ kegiatan
Pelaksanaan Preservasi

dan penganggaran Pada
Jalan dan JembatanSeksi

wi

d. Me

b. mem asi tusas, membimbing. memeriksa dan menilaj hasil

.u?"uti ,"gu" ba*ahan di lingku-ngan, ..Seksip
Pelak PresJrvasi Jalan dan Jembatan Wilayah ll;

c. Me akan pengendalian pekerjaan konstruksi pada

,". t"niu,."n Preservaii Jalan dan Jembaran pada

ianakan koordinasi dan sinkronisasi tentang

anaan Jaian dan Jembatan Kepada Pemerintah Pusat

."i""i "".t" 
Pemerintai Kabupaten/Kota se Provinsi

wi

dan
Riau

e. m
tuga

lkan pemantaun dan membuat laporan pelaksanaan

"""u"i 
dattgut tugas yang telah dilal<sanakan secara

ber pada SJksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan

Jem Wilayah Il; dan

tusas kedinasan lain yang diberikan atasanf.m
S tugas dan fungsinya.

5. Ketentu4n Pasal _27..samPar
berbunyi sebagai berikut :

dengan Pasal 30 diubah sehingga

Bagian Ketujuh

Kepala Bidang Penataan Ruang

Pasal27

Ru

Bidang Penataan Ruang mempunyal tuga:
m koo-rdinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi

turan dan Pembinaan, Seksi Pelaksanaan Penataan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan

untr.ik melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan

fundsi:-l

a. lierumusan kebijalan dan strategi dalam

f 
enyelenggaran Penataan rlrang;

b. fehksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bantuan

pimbingan, supervisi dal konsultasi penyelenggaraan

penataan manS;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan



penyelenggaraan penataan ruang; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengaturan dan Pemblnaan

Pasal 28

Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan mempunyai tugas;

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada

seksi pengaturan dan Pembinaan;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai trasil

petak"it..n tugas bavr'ahan di lingkungan Seksi

Pengaturan dan Pembinaan;

c. menJmsun dan melaksanakan pedoman/ketentuan bidang

penataan ruang;

d. melakukan pengelolaan da'ta dan penyebaran informasi

serta bahan komunikasi terkait pengaturan dan pembinaan

penataan mang;

e. melakukan koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan latihan'

supervisi, serta konsultasi pengaturan dan pembinaan

penataan ruang;

f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengaturan dan pembinaan penataan ruang yang telah

iilaksanakan pada Seksi Pengaturan dan Pembinaan; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

sesuai tugas dan fungsinya.

Patagtaf 2

Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang

Pasal 29

Kepala Seksi Pelaksanaan PenaLaan Ruang mempunyal tugas:

a. merencanakan progra m/ kegiatan dan penganggaran pada

Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Pelaksanaan Penataan Ruang;

c. menjrusun dall meninjau kembali rencana tata ruang serta

melaksanakan proses penetapan rancangar peraturan



d.

e.

h.

daerah rencana tata ruang;

melaksanakan kajian pengembangan wilayah dan penataan

kawasan;

meiakukan pengelolaan data dan informasi serta bahan

komunikasi terkait pelaksanaan penataan ruang;

melaksanakal validasi kesesuaian pola dan struktur ruang;

melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, konsultasi dan

laporan pelaksanaan penataan ruang yang telah

dilaksanakan pada Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;

dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

sesuai tugas dan lungsinya

Paragraf 3

Kepala Seksl Pengawasan dan Peqgendalian
Pemanfataan Ruang

Pasal 30

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfataan

Ruang memPunyal tugas:

a. merencanakan program kegiatan pada Seksi Pengawasan

dan Pengendalian Pemanfataan Ruang;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai trasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Fengawasan dan Pengendalian Pemanfataan Ruang;

c. meiakukan pengelolaan data pemanfaatan ruang sebagai

bahan pengawasan dan pengendalian;

d. melakukan koordinasi, pembinaan dan operasional
penyidikan Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang
tek 4."a-. dlngan Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

e. melakukan penyidikan, penertiban serta pelaporan

terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang bekerjasama

dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, konsultasi dan
pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pengendaalian
pemanfaatan ruang yang telah dilaksanakan pada Seksi
Fengawasan dan Pengendalian Pemanfataan Ruang; dan

g. melaksalakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
sesuai tugas dan fungsinya.
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6. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Kepala seksi Petencanaan dan Pengendalian
Penataan Bangunan

Pasal 32

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan
Bangunan mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan pengclnggaran pada
Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan ;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksr
Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan;

c. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan pengawasan
terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan dan
Pengendalian Penataan Bangunan;

d. melaksanakan rekomendasi teknis terhadap perencanaan
pembangunaa gedung yang dibiayai Pemerintah Provinsi.

e. melaksanakan invetarisasi kebutuhan bangunan gedung di
lingkungan Dinas maupun peme.intah provinsi.

f. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala Seksi Perencanaan dan Penqendalian Penataan
Bangunan; dan

g. melaksanakan tugas kedinasal lain yang diberikan atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Da€rah P,rovir-rsi.Riau.

Ditetapkan di
pada tanggal

Diundangkan 

 pada tanggal 
sornorlnrs

Pekanbar
.

H

u

SYIM

 DAERAH PRO\4NSI RIAU TAHU 9 NOMOR 
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